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DESAIN KEDUDUKAN KELEMBAGAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN 

RAKYAT PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

 

Abstrak 

Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, terjadi perubahan terhadap 

kelembagaan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Sebelumnya, MPR diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana tunggal 

kedaulatan rakyat, namun setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, MPR 

tidak lagi diposisikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara pelaksana tunggal kedaulatan 

rakyat. Dari satu perspektif, tersebut memberikan dampak positif terhadap sistem 

ketatanegaraan Indonesia. Namun dalam perspektif yang lain (seiring berjalannya 

dinamika ketatanegaraan Indonesia),  perubahan tersebut  justru  menimbulkan  

berbagai  permasalahan baru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 

dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. Metode pengumpulan data  menggunakan  teknik  studi  dokumen  dan  analisis  

data  dengan  sistem dekriptif-kualitatif. Hasil dari penulisan hukum ini diantaranya: 

pertama, perjalanan  kelembagaan  dan  kewenangan  MPR  dalam  sistem  

ketatanegaraan dapat dibagi kedalam 6 periodesasi dan dari 6 periode tersebut, 

kelembagaan dan kewenangan MPR belum pernah menjelma menjadi kelembagaan 

sebagaimana yang dicita-citakan oleh faunding fathers ketika awal pembentukannya; 

kedua, urgensi dilakukannya desain terhadap kelembagaan dan kewenangan MPR dan 

ketiga, kedepan  MPR perlu diposisikan sebagai Lembaga Negara dengan kewenangan 

tertinggi. Keanggotannya pun akan kembali diramaikan dengan kehadiran utusan 

golongan.. 

 

Kata Kunci: Desain, Kelembagaan, Kewenangan, MPR. 
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Abstract 

After the amendment to the 1945 Constitution, there was a change to the institutions 

and authority of the MPR in the Indonesian constitutional system. Previously, the MPR 

was positioned as the Supreme State Institution implementing a single sovereignty of 

the people, but after making changes to the 1945 Constitution, the MPR was no longer 

positioned as the Supreme State Implementing Agency the sole sovereignty of the 

people. From one perspective, it has a positive impact on the Indonesian constitutional 

system. But in another perspective (along with the dynamics of Indonesian state 

administration), this change has created new problems. This research is a normative 

legal research with secondary data sources consisting of primary, secondary and 

tertiary legal materials. The data collection method uses document study techniques 

and data analysis with a descriptive-qualitative system. The results of writing this law 

include: first, the institutional journey and authority of the MPR in the constitutional 

system can be divided into 6 periods and from the 6 periods, the institutional and 

authority of the MPR has never been transformed into an institution as envisioned by 

the faunding fathers when it was first formed; second, the urgency of the design of the 

institutional and authority of the MPR and third, in the future the MPR needs to be 

positioned as the State Institution with the highest authority. Its membership will again 

be enlivened by the presence of group messengers .. 
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